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a. bghwa dengan keputucan kami No. tahun i964 Rentjana Dg‘

at Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan Terbang Kemaaora
telah dinjatakan sebogal Préjek Nasional;

be. bahwa guna melaksanakan tugas tersebut, perlu menetapkan :
organisasi pelaksana sebagai dimuat dalam keputusan ini; 3

l. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden
No. 239 tahun 1964

2. Keputusan Presiden No. 215 dan No. tahun 1964;
' MEMUTURSBEKATN :

Susunan Organisasi Pelaksana Rentjana Darurat Perbaikan dan
Perpandjangan Lapangan Terbang Kemajoran sebagai berikub :

l. Menteri Perhubungan Udara, selaku Komandan Projek;
2. Dewan Penasehat;

3. Badan Pembantu Menteri Perhubungan Udara dan S
4, Badan Pelaksana :

Rentjana Darurat Perbaiken dan Perpandjangan ILapangan Terﬂ
bang Kemajoran;

i
i

Dewan Penasehat Jjang bertugas memberikan nasehat-nasehat, pal
dangan-pandangan, saran-saran dan lain sebagainja kepada Men;
teri Perhubungan Udara selaku Komandan Projek beranggotekan |

l. Menteri/Panglima Angkatan Udara%
2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
3. Menteri Agraria,

o
al

4, Gubernur, Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya, i

(1) Badan Pembantu Menteri Perhubungan Udara, selandautnga d:
singkat Badan Pembantu, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua «
beberapa Anggotae.

(2) Badan Pembantu bertugas :

a. memberi pimpinan dan bimbingan kepada Badan Pelaksana
serta menjelenggaraekan pengawasan atas pekerdjaan-
pekerdjaan Badan Pelaksanaj

e

z i

b. memberi saran—-saran, usul-usul dan laporan-laporan,

baik atas permintaan maupun tidak kepada Menteri Per-—
hubungan Udara;

(3) Badan Pembantu mempunjai wewenang mengambil tindakan-tin-:

dakan untuk menjelesaikan soal-soal routine dalam peker—,?

djaan~-pekerdjaan pelalksanaan;

(4) Badan I EEEEEEEEE -
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Badan Pembantu bertanggung-djawab kepada lenteri Perhubung@g
Udara;

Badan Peleaksana dipimpin oleh scorang Pemimpin Projek (Pro-:
Ject Manager) dan scorang Wakil Pemimpin Projek (Wakil Pro-+
Jject Manager), jang didalam pekerdjaannja dibantu oleh sebi
ah staf Jjang meliputi bidang-bidang antara lain : perentja-
naan, koordinasi dan pengawasan :

Badan Pelaksana bertugas :

Menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan perentjanaan (survel
design) pelengkap, perentjanaan dan pengawasan atas pelaks:
naan Rentjana Barurat Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan
Terbang Kemajoran, dengan ketentuan, bahwa pekerdjaan perer
tjanaan (survey/design) dan peleksanaan projek ini akan di-

selenggarakan oleh Perusahaan-perusahaan Bangunan Negara (|

Jang akan ditundjuk oleh lenteri Pekerdjaan Umum).

a. Dalam menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Badan Pelal
sana harus mengatur pekerdjaan sedemikian rupa sehingga
pekerdjaan-peckerdjaan operasionil di Kemajoran tidek te:
ganggu oleh pekerdjaan-pekerdjaan peleksanaan sipil-tek-
nis; : |

b. Untuk keperluan diatas Badan tersebut harus mengadakan
koordinasi sebaik-baiknja dengan instansi Jjang bersang-
kutan jang ada di Kemajoran.

Badan Pelaksana mempunjal wewenang untuk :

a. mengadakan hubungan dan kerdja sama dengan instansi-
instansi lainnja Jjang mempunjai projek-projek jang lang-
sung ataupun tidak langshng berhubungan dengan projek
termaksud;

be membentuk team—team kerdja bilameana dipandang perlu unti
kepentingan penjclenggaraan tugas kewadjibanj

c. mengangkat dan menberhentikan tenaga pegawai/pekerdja
harian untuk kepentingan pekerdjaan;

Badan Pelaksana bertanggung-djawab kepada Badan Pembantu;

Badan Pembantu dan Badan Pelaksana mengatur tjara bekerdja,
dan tjara pewbiajaan berdasarkan ketentuan-ketentuan menur
peraturan jang berlaku sedemikian rupa sehingga pelaksanaal
tidak mengalami kelaubatan;

Senua pengeluaran uang jang. diakibatkan oleh peraturan ini
dibebankan pada biaja Projek inij :

gurat-lkepubtusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djckarta |
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SALINAN dari keputusan ini disampaikan kepada :
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Para Wakil Perdana llenteri.

Fara Menteri KLoordinator Kompartemen.

Para lMenteri. ‘
Madjelis Permusjavaratan Rakjat Sementara,
Dewan Perwakilan Ral:jat Gotong Rojonge.
Dewan Pertimbangan Agung.

Badan Yemeriksa Kevangan Negara.

llenteri Sekretaris Negara.

llenteri Sekretaris Presidium Kabinet R.I. _
Departemeh Trusan Pendapatan,Pepbiajaan dan Pengawasan. (3 x)
Departemen Urusan Anggaran Negara. ~
Departemen Perhubungan Udara (Biro Administrasi/Personalia).
Departemen Perhubungan Udara (Biro Keuangan/Peralatan).
Departemen Perhubungan Udara (Biro Tata-Hukum/Perundang-unda
an).

Bank Indonesia.,.

Bank Pembangunan Indonesia di Djakarta.
Direktorat Penerbangan Sipil.

Direksi P.N. Angliasa Pura "Kemayoran',




